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PElti\'l'l J fil\N pRESIt]tiN REptTBLIK Ir\DONILSIA

NOMOR I{) TAHUN 2O(}7

T.EIvI'ANG

.I ,\ T",\ KIIITJA DEWAI\ I'ERTTMBANGAN PITESIDE,N

| ),\ N sli,H ltI! I'i\RlA'I' DllwA t\ PER'IINItsANGAN PRESIDEN

I}IiFiGAN RATIMA'I"I'UIIAN YANG iIIAIIA ESA

N'leninl ba ng ;

PRESIDEN REPU B btK I|,IDONBSIA,

bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14

{-jndarrg-Undang Nomor l9 Tahun 2006 tentang Dewan

Pertirnbangan Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Tata Kerja Dewan Pertirnbangsn Presiden datl Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden ;

h,tengingnr : I. pasal 4 ayat (l) Undang-Unrlang Dasar Negara Reprrblik

Indonesia Tahun 1945;

2 , lJ ndang-Undang }.lornor 1 9 Tahun 2006 'l'entang Dewan

Pertimbangan Presiden; (Lembaran Negara Republik Indonesia

fahun 2006 Nonror lOii, Tarnbatran Lertrbaran Negara Republik

Ittdrittesil Nomor 4670) ;

MEMU.I'USKAN :

Pllt{A'l'tlRAN PRESIDEN TENTANG'|'A'I'A Khl,RJA DITIWAN

PI],R-I'INIBANGAN PRESIDEN DAN SE,KRETAzuAT DEWAI\
P Il R-t'IMBANGAN PRESIDEt{.

BAIJ T . ..
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BAB I

KTiDUDUKAN

Pasal t
( I ) I)ervan Iterlinrhatlgen Presiclen actalah lernbaga perperiltah ya'g1

bertugas mentberikan nasihat rlan pertimbangan kepacla

Presiden sebagaimana dimaksud dalarn pasal l6 undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l g45 dan

undang-Undang Nomor l g Tahun 2006 tentang Dewan

Pertimbangan Pres iden,

(2) Dewan Pertimbangan Presiden berkedurlukan di bar,vah dan

bertarrggrurg j awab kdpada presiden.

Dervan Pertimbangan

Presiden.

PasAl 2
j

Preiiden berkedudukan di ternpat kedudukan

RAB II
TUGAS

Pasal 3

f )ervan Pertirnbangan Presiden bertugas

perlinrbiulgan kepada Presiden dalarn

pernerirrtahan rregara.

memberikan nasihat clan

rurenjalankan kekuasaan

Pasal 4 , ,,
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Passl 4

I.)alarrt lrrelaksanakan tuges sebagaimal).a dirnaksud daiarn Pasal 3,

attgg,trta l-)cwan Pertinrbangan Presiden dapat menrinta intbrnrasi dari

instansi penrerintah terkait dan lembaga uegara lainnya.

I
I

BAS III

SUSUNA}{ DAT-{ KEAI*IGGOTAAN
I

j

Pasal 5
rj

( I ) Dewan Pertimbangan Fresiden beranggotakan 9 (sernbilan) orang

terdiri atas seorang l(etua merangkap anggota dan g (delapan)

orang anggota 
,

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapar dijabat secara

bergantian dianrara anggota.

(3 ) Ketua sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) ditetapkan oleh

Presiden.

Pasal 5

( | ) nnggota Dewan Pertimbangan Presiden dapor trerasal dari
Pegarvni Negeri atarr bukan pegawai Negeri,

(2) Pegarvai Negeri , , ,
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('l) Pegarvai Negeri sebagaimana dimaksud padet ayar (l) rercliri clari

Pegarvai Negeri sipil, Anggota Tentara Nasiorral Inclonesia, darr

Argg'ta Kepolisia^ I'iegara Republik Inclo'esia.

Pssal 7

( I ) Pegawai Negeri yaxA diangkat rne'jadi anggora Delvar]
Pertimbangf,n Presidenj diberhentikan dari jabatan organiknya /
selama rnenjadi anggoda Dewan Pertimbangan Presiden tanpa
kehilangan stailsnya sebagai pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangt<at sebagai anggota Dewan
Pertirnbrngan Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat
lebih tinggi tanpa terikat'jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan

p erafuran perundang- undan gan.
i

Pasal 8

( 1) Pegawai Negeri yang bdrhenti atau telah berakhir 11as& baktinya
sebagai anggota Dewani Pertimbangan Presiden, kembali kepada
instansi ind'knya apabild belun mencapai batas usia pensiun,

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewa'
Pertirntrangan Presid.en diberhentikan dengan horrnat sebagai
Pegawai Negeri apabila telah mencepai batas usia perrsiul dan
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perunaa'g_
ulr<langan.

Pnsal 9 ,,.
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Pasaf 9

St:trelunr nrelaksartakzur

Pertimbangan Presiden

Presiden,

tugasnya, setiap anggotir f)eu'arr

dilantik dan clianrbil sumpahnya oleh

I

BAB IV

TATA KERJA

Passl l0

( I ) Setiap anggota Dewan PertimbanBan Presiden berhak

rnenyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disarnpaikan

secara perorangan kepada Presiden.

(2) Nasihat dan pertirnbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota

I)ewan Pertimban gan Presiden yang bersangkutan.

(3) Nasihat dan peftimb*F* anggota Dewan Pertimbangan Presiden
I

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusarmya disarnpaikan

kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

lain.

I

I

i

Pnssl I I

( I ) Nasihat. clan pertimbangan yang dia.iukan oleh l)ervan

Pcrtinrbangan Presiden merupakan nasilrat dan pertirnbangan

-yail*4 disehrjui secara mufak^at oleh selunrh emggota Dewan

Perti rnbangan f'resi den.

(2) Nasihat , ..
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t2) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana clinraksucl pada ayar (l)
ditetapkatr berdasarkan rapat yang dilradiri paling sedikit oleh 5

(linra) orang angBotn Dewan Pertimbangan Presiden.

(3) tttasihat dan . pertirnbangan l)ewarr Pertinrbrrngan Presitlerr

sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ) ditandatangani oleh Ketua

Dewan Pertimbangan Presiden,

Passl 12
i

( I ) Presiden dapat menunjLk I (satu) atau beberapa anggota Dewan

Pertirnbangaq Presiden untuk melakukan suatu kajian atan

telaahan dan mernberi nasihat dan pertimbangan terhrlis Iangsung

kepada Presiden.

(2) I'{asihat dan pertirnban$an anggota Dewan Pertimbangan Presiden

sebagairnana dirnaksufl pada aytt (l) ditandatangani oleh anggota

Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan,

(3) Nasihat dan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tenrbrlqannya disampaikan kepada Kelun dan anggota Der,van

Pertirnt,:** Presiden yang lain.

Pasal 13

( I ) I-)ervarr Pedimtrangan Presiden rnengactakan rapat sektrrang-

kurangnya I (mtrr) kali dalarn setiap bulan,

(2) Ketua ...
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( 2 ) K.ctrra l)ewan Pertimbangan Presiderr hertindak sebagai

k oordinator dzur tidak dapat rnenyarnpaikzur nasihat dsn

pertinrbangannya sendiri gtas narna l)ervm Pertitrrbangali

[tresiclen.

Psssl l4

( t ) Dewan Penimbangdn Prcsiden Inenyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali

dalam 6 (enam) bulan,;

(2) Presiden dapat mefninta Dewan Pertimballgan Presiden

menyannpaikan laporan pelaksanaan tugasnya servaklu-wakru

apabila diperlukan.

(3) Laporan [)ewan Pertimbanga$ Presiden kepada PresidEn

sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) dan ayat (2) meliputi seluruh

nasihat dnn pertimbangan yeng disampaikan baik secara

perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan

pertinbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasnl l5

( i) S*g,ala .qura[ lrrenyurat f)ewal I't:riirnbangan Presiderr

tlitarrdalarrgani r-rletr Ketua l)ewan Pertilrritangan Presiden,

(2) Apabila ,..
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(2; z\ltabila Ketua l)ewan Pertimbangsrl l)residerr brrrlralarrgarr

sernentilra, rnaka salah seorang alggota Dewzur Peftitnbangan

I're.sidel yang ctitunjuk oleh Ketua Dervan Perlitnbangall Presidert

sebagni pelaksarra tugas, benvenerlg mettattdatangani segala surat

[)ervan PertinrbanBan Presiden,

Pasnl l6

Apabila Ketua Dewzur Pertimbangarl Presiclen berhalang?Ln tetap,

maka Presiden mernilih dan mengangkat Kefua I)ewan Pertinrbangan

Presidcn yang banr,

BAB V

SEKRETARJAI'

Pasal 17

( I )thrtuk membcrikan dukrurgan teknis dan administrasi kepada

Dewan Pertirnbarlgan Presidelr, dibentuk sebuah Sekretariat

Dew'an Pertimbangarr Presiden.

( 2 ) Sekretariat fJewan Pertimbangan Presiden sebagairn ana dirnaksud

pada ayat ( I ), dipimpin oleh Sekretaris l)ewan f'ertimbangan

I'residerr, berada di bawah dzur bertanggung jawab kepada Dewan

Pertimhangan Presiden darr secara aclntinistratif dikoordinasikan

oleh Mrrnteri Sekretaris Negara.

(3) Sekretariat ...
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( I ) Sekr etariat Dewan pertimbangan

rrrernberikan dukungan teknis dan

Pert i rnbangan pres iden.

Presiden melnpunl,ai tugas

adnrinistrasi kepacla Dervan

)aPasa

( I ) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiclen terdiri dari z (dua)
Biro.

(2) Biro terdiri dsri paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian,

Pasal lg
( I ) sekretaris Dewan pertimbangan presiden adalah j abatan

strulstural eselon I.a.

(2) Kepala Biro adalah jabatan stnrktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian adalahf abatan strukrural eselon IILa.

,i

(a) Kepala subbagian ud*f+ japatan srrul,rrual eselon Iv. a.t

Pasal 20

( I ) Sekr"etaris Dewan Pertirnbangan Presiden diangkat clan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara.

(2) Pejabat eselon II, III, dan IV diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Sekretaris Negara , ,/

Passl 2t ,,.
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Pasal 2l

Ketentuan lebih lanjut rnengenai rincizur tugas, fungsi, clan tata kerja

sahtan organisasi di linfkungan SEkretariat Dewan Pertirnbangan

Presiden ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAIY

Pssal 22

segala biaya yang diperlukan bagi peraksanaan tugas dan fungsi

Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekrekriat Dewan Pertimbangan

Presiden dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Bela:rja

Negara yar.g diternpatkaq pada anggaran Sekretariat Negara.

Iilr1i;

Pasal 23

( I ) flak keuangan dan fasilitas lairr Ketua dan Anggota Dervan

I'enimhangan Presidgn diatur dengm Peratwan presiclen.

(2) Ketua dan Anggota Dervan PertirnbanBan Presiden apabila

berltenti atau telah berakhir masa jabatzurnya tidak diberikan

pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 74 ,,,
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Pasal U

Peranrran Presiclen ini mulai berlaku pada tanggal clitetapkan,

i

I

Dltetapkan di Jakarra
i.

pada mnggal 9 Maret 2007
l

PRESIDEhI REPUBI-IK INDOI.IESI,A,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


